HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN DILIHAT DARI SEGI
MAQASID AL-SYARI’AH
(Antara Figh Munakahat Dan UU No.1 Tahun 1974)

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Disusun Oleh

MUHAMMAD ANIS AFIOI
NI M: 04360042

PEMBIMBING

1. H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag.
2. NUR’AINUN MANGUNSONG, SH., M.Hum.

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI’AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008



Abstrak

Pokok masalah yang menjadi bahan utama skripsi ini yaitu bagaimana
hukum pencatatan perkawinan dilihat dari segi Maqasid al-Syari’ah antara figh
munakahat dan UU Perkawinan, karena melihat realitas yang berkembang di
masyarakat terutama lingkungan masyarakat klasik semisal pesantren salaf,
mahasiswa-mahasiswa dan lain sebagainya, fenomena perkawinan sirri masih
sering dijumpai di kalangan mereka dengan berbagai macam alasan yang
dikemukakan. Pada hal tersebut jika dilihat dari segi Magasid al-Syari’ah
berdasarkan tingkat kemanfaatan (masalih) dan kerusakan (mafsadat). Pernikahan
sirri dianggap tidak banyak mendatangkan manfaat (jalb al-masalih) bahkan
perkawinan sirri banyak mendatangkan mafsadat terutama kaum perempuan yang
posisinya paling rentan.

Pada masa saat ini banyak para mahasiswa yang melakukan nikah sirri
karena berbagai macam alasan, di antaranya yang paling mendasar yaitu karena
ingin menghindari perzinaan, juga ada yang sudah hamil dahulu sebelum
menikah. Hal ini dikarenakan para mahasiswa merasa dirinya sudah bebas dari
berbagai macam aturan dan juga karena menganggap pencatatan perkawinan
sebagai suatu hal yang merepotkan.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu dengan meneliti
literatur-litertur yang ada dan dikuatkan dengan penelitian langsung kepada obyek
penelitian dengan melakukan wawancara pribadi. Sifat penelitian ini adalah
empirik-analitik-komparatif, yakni penyusun berusaha mendekati obyek penelitian
secara pribadi dan melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara
mendalam mengenai perspektif pencatatan perkawinan, kemudian penyusun
berusaha memahami apa yang telah didapatkan hasil wawancara tersebut,
kemudian penyusun membandingkan dengan hukum pencatatan perkawinan dan
UU Perkawinan, selanjutnya sebagai tahap akhir penyusun akan melakukan
analisa dengan menggunakan Maqasid al-Syari’ah

Diakui atau tidak, lembaga/instansi pemerintah kurang mengatur tentang
pencatatan perkawinan, yang dimana hal itu mengakibatkan para pelaku nikah
sirri sangat mudah melakukan nikah sirri. Skripsi ini membuktikan bahwa
diantara mahasiswa ternyata masih banyak yang melakukan pernikahan sirri, yang
dilakukan dengan berbagai macam alasan. Skripsi ini diperkuat dengan penelitian
guna mendukung keontetikan data. Banyak golongan mahasiswa yang sangat
tidak peduli dengan UU Perkawinan yang mengatur tentang pencatatan
perkawinan, sungguh hal yang harusnya dapat dihindari oleh para mahasiswa.
Penyusun menyarankan untuk melakukan pengembangan lebih lanjut mengenai
hukum pencatatan yang sudah berlaku, supaya pelaku nikah sirri dapat
diminalisir, sehingga menghindari banyak kerugian-kerugian. Semua itu bukan
demi siapapun akan tetapi demi masyarakat sendiri.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan
pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara

garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan
| alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan
w ba‘ b be
<o ta‘ t te
& sa S Es (dengan titik di atas)
a jim j je
< ha‘ h ha (dengan titik di bawah)
c kha‘ kh ka dan ha
> dal d de
3 zal z zet (dengan titik di atas)
B ra‘ r er
) zai z zet
o sin S es
o syin sy es dan ye
P sad S es (dengan titik di bawah)
P dad d de (dengan titik di bawah)
b ta‘ t te (dengan titik di bawah)
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b za‘ z zet (dengan titik di bawah)
¢ ‘ain ¢ koma terbalik di atas
¢ gain g -
3 fa‘ f .
A qaf q -
4 kaf k -
J lam 1 -
e mim m -
o nun n -
9 wawu w -
—a ha h =
3 hamzah i apostrof
¢ ya‘ y .

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap
Cpanie Muta’aqqidain
sde ‘Iddah

3. Ta’ Marbutah diakhir kata
a. Bila mati ditulis

an Hibah

& - Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

5 e Ni’matullah

Seallsls” Zakatul-fitri
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4. Vokal Tunggal

______ Fathah A A

______ I |
Kasrah

. al Dammah U U

5. Vokal Panjang
a. Fathah dan alif ditulis a

ilal>  Jahiliyyah

b. Fathah dan ya mati di tulis a

e Yas’a
c. Kasrah dan ya mati ditulis i

s Majid

-

d. Dammah dan wawu mati u
o234 Furud

6. Vokal-vokal Rangkap

a. Fathah dan ya mati ditulis ai

v-g—ig Bainakum

b. Fathah dan wawu mati au

J s Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan

apostrof
(,.:Jﬁ A’antum

£ & 0Y  La’in syakartum
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8. Kata sandang alif dan lam

a. Bila diikuti huruf gamariyah ditulis al-
ol 4l Al-Qur'an
) Al-Qiyas
b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf

syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

¢ Lol As-sama’

el Asy-syams

9. Huruf Besar
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang
berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului
oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.
29 A (S 93 Zawi al-furud
i) ol Ahl as-sunnah
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menginginkan hambanya dapat menyalurkan kebutuhan
biologisnya melalui prosedur yang legal, yaitu melalui proses akad nikah. Perkawinan
atau pernikahan adalah hubungan laki-laki dan perempuan yang sebelumnya disahkan
dengan ijab-kabul dalam upacara pernikahan. Perkawinan itu sendiri sangat sakral
karena sebelum adanya akad nikah hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut
hukumnya haram sedangkan setelah akad nikah hukumnya halal. Perkawinan adalah
suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah maupun oleh Nabi, banyak suruhan-suruhan
Allah dalam al-Qur’an untuk melaksanakan perkawinan. Akan tetapi dalam al-Qur’an
maupun al-Hadis tidak ada yang menyebutkan bahwa perkawinan itu harus dicatat.
Dalam al-Qur’an maupun al- Hadi$ hanya menyuruh untuk diadakan walimah dengan
mengundang kerabat maupun tetangga sebagai bukti telah melakukan perkawinan.

Para imam mazhab pun tidak ada yang menjadikan hal ini (pencatatan
perkawinan) sebagai syarat ataupun rukun dari perkawinan. Umumnya mereka hanya
mensyaratkan: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali dari

mempelai perempuan yang akan mengakadkan perkawinan, dua orang saksi, ijab



yang dilakukan oleh wali dan gabul yang dilakukan oleh suami. ' Sehingga di
Indonesia ini masih banyak yang melakukan praktek nikah di “bawah tangan™ atau
nikah sirri. Padahal jika ditinjau dari segi Maqasid al-Syar’iah, akan banyak hal yang
bisa diambil hikmahnya dari pencatatan pernikahan itu. Dan itu semua untuk
kemaslahatan antara suami dan isteri.

UU Perkawinan telah mengakomodasi adanya rukun perkawinan termasuk
melakukan pencatatan perkawinan. Pencatatan perkawinan tersebut harus dilakukan
di Kantor Urusan Agama. Seseorang yang melakukan perkawinan yang tanpa
melakukan pencatatan tidak mendapatkan pengakuan secara legal dari Negara.
Sehingga ketika terjadi perselisihan dalam rumah tangga para suami isteri tidak
mendapatkan hak jaminan hukum dari Negara. Berdasarkan hal ini adanya pencatatan
perkawinan sebagai rukun perkawainan yang diadopsi dari UUP dan KHI merupakan
langkah untuk melindungi Warga Negara Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya
masih terdapat beberapa pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan di bawah
tangan (nikah sirri).

Mereka tidak bersedia mengikuti aturan hukum masih karena alasan
problematis, salah satunya karena ada beberapa tokoh agama yang bersedia
menikahkan pasangan suami isteri tanpa melalui pemerintah dengan alasan
menghindari zina. Alasan tersebut memang secara agama tepat, karena figh Islam

tidak ada yang menjadikan pencatatan perkawinan sebagai rukun perkawinan. Untuk

'Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan di Indonesia antara Figh Munakahat dan UU
Perkawinan, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 61.



lebih mengkontekstualisasikan, patut berlega hati dengan temuan teori Maqasid al-
Syar’iah. Dengan teori Magqasid al-Syar’iah penyusun ingin memodifikasi figh Islam
agar lebih akomodatif terhadap persoalan kontemporer dan lebih mendekatkan
esensinya kepada hukum-hukum yang positif.

Dengan tuntutan perkembangan dan berbagai pertimbangan kemaslahatan,
hukum Islam di Indonesia mengaturnya sedemikian rupa. Bahkan masalah ini sudah
diundangkan dalam UU Perkawinan. Dan sejak diundangkannya UU No. 1/1974,
merupakan era baru bagi kepentingan umat Islam di Indonesia. UU ini merupakan
kodifikasi dan unikasi hukum perkawinan, yang bersifat nasional yang menempatkan

hukum Islam memiliki eksistensinya sendiri tanpa harus diresipiir oleh Hukum Adat.”

B. Pokok Masalah
Dari uraian diatas, maka dapat diambil pokok permasalahan yang bisa
digunakan untuk kajian lebih lanjut, yaitu:
1. Bagaimana hukum pencatatan perkawinan dilihat dari segi Maqasid al-
Syar’iah antara Figh Munakahat dan UU Perkawinan?
2. Apa signifikansi pencatatan perkawinan bagi pelaku nikah sirri mahasiswa
UIN ditinjau dari segi Magqasid al-Syar’iah.

3. Apa dampak positif dan negatif adanya praktek nikah sirri itu?

?Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, cet. Ke-5 (Jakarta: PT. RajaGarfido Persada,
1995), him. 108.



C. Tujuan dan Kegunaan

1.

Tujuan

a.

C.

Memperoleh kejelasan hukum pencatatan perkawinan dilihat dari segi
Maqasid al-Syar’iah jika ditinjau dari Figh Munakahat dan UU
Perkawinan.

Memperoleh signifikansi pencatatan perkawinan bagi pelaku nikah
sirri mahasiswa UIN jika ditinjau dari segi Magasid al-Syar’iah.

Mengetahui dampak positif dan negatif adanya praktek nikah sirri.

2. Kegunaan

a.

Kegunaan yang bersifat ilmiah yaitu untuk memperkaya khazanah
keilmuan dari segi Maqasid al-Syar’iah.

Memberikan sumbangan pemahaman bagi masyarakat Islam
umumnya dan masyarakat Islam di Indonesia khususnya tentang

pentingnya pencatatan perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Terdapat beberapa kajian mengenai pencatatan perkawinan antara lain yang

pertama adalah Nikah Sirri karya Kamal Muchtar dalam jurnal al-Jami’ah, yang

dibahas oleh Muchtar adalah tentang pencatatan nikah, karena pencatatan nikah

sebagai bukti otentik suatu perkawinan.’ Yang kedua adalah buku karya Dedi

12.

3 Kamal Muchtar, “Nikah Sirri di Indonesia”, Jurnal al-Jami’ah, No. 56 Tahun 1994, him.



Nurhedi yang berjudul Nikah di bawah Tangan: Praktek Nikah Sirri Mahasiswa
Jogja, Dedi mengungkapkan tentang fenomena nikah sirri mahasiswa muslim di
Yogyakarta dengan menggunakan perangkat analisis sosiologis dan dilihat dari segi
sebab, motivasi, tujuan, dan latar belakang. Buku tersebut juga berisi tentang data-
data responden dan mengambil sampel dari 12 pasangan suami isteri pelaku nikah
sirri.* Dan yang ketiga adalah karya M. Syaiful dalam artikel majalah kemahasiswaan
yang berjudul Ketika Nikah Sirri Menjadi Pilihan Mahasiswa, artikel ini membahas
tentang fenomena-fenomena yang sedang terjadi dikalangan mahasiswa yaitu yang
menjadi trend dan sebuah solusi untuk mengurangi perbuatan dosa. Artikel tersebut
juga membahas tentang efektifitas UU No. 1/1974 tentang Perkawinan. Artikel ini
memuat faktor-faktor mengapa mahasiswa melakukan nikah sirri.’

Skripsi yang penyusun temukan adalah adalah karya Sugengli, mahasisawa
fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, yang berjudul “Perkawinan Sirri Menurut
Islam dan Undang-undang No. 1/1974, Serta Status Anak Yang Dilahirkan”. Di
dalam skripsi Sugengli tersebut, dia menyebutkan bahwa pernikahan sirri dalam
hukum Islam merupkan bentuk perkawinan yang tidak sah (fasid). Perkawinan dalam
definisi ini digambarkan sebagai perkawinan yang benar-benar rahasia dengan tanpa
adanya saksi, tanpa adanya penulisan dalam catatan resmi. Definisi ini sendiri

menurut penulis tidak baku, karena banyak yang malakukan nikah sirri dengan

* Dedi Nurhedi, Nikah Dibawah Tangan: Praktek Nikah Sirri Mahasiswa Jogja, (Yogyakarta:
Arruz Press, 2003), him. 20-22.

> M. Syaiful, “Ketika Nikah Sirri Menjadi Pilihan Mahasiwa”, Majalah ar-Risalah, Edisi
XXXX, Th. 2003, hlm. 42.



berbagai macam motif, latar belakang dan tujuan berbeda, seperti sample yang
penyusun ambil dari mahasiswa UIN Sunan Kalijaga sendiri pun memiliki berbagai
motif yang berbeda.

Skripsi karya Suwandi menjadi yang kedua setelah skripsi karya Sugengli
yang penyusun temukan, Skripsi Suwandi berjudul “Status Hukum dan Dampak
Pernikahan Yang Tidak Tercatat” (Studi Kasus Pada Wilayah Kerja KUA Kecamatan
Ngipar Kabupaten Gunung Kidul), di dalam skripsi tersebut disebutkan dua bentuk
kasus yaitu nikah dibawah tangan dan status anak nikah dibawah tangan.

Skripsi karya Muhtar as-Shiddiqi yang berjudul “Nikah Sirri di Kecamatan
Klaten Utara” (Sebuah Tinjauan Secara Yuridis dan Normatif), dalam skripsi ini
menyebutkan bahwa nikah sirri tidak sah karena saksi dipesan untuk tidak bercerita
kepada orang lain tentang perkawinan tersebut. Hal ini didanggap sama dengan nikah

Sirri.

E. Kerangka Teoretik
Perkawinan atau pernikahan dalam literatur figh berbahasa Arab disebut
dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj.® Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan
sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur’an dan hadis Nabi.
Ungkapan “Figh Munakahat” merupakan murakkab idafi dari kata “figh”

dan “munakahat”.” Secara etimologi figh berarti “paham”. Akan tetapi dalam definisi

% Mahmud al-Shabbagh, Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam, (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 1991), hlm. 1.



ini figh diibaratkan dengan ilmu kerana figh merupakan satu bentuk dari ilmu
pengetahuan yang berdiri sendiri.® Sedangkan kata munakahat term yang terdapat
dalam bahasa Arab yang berasal dari kata na-ka-ha, yang dalam bahasa Indonesia
disebut kawin atau perkawinan’.

Menurut Yudian Wahyudi, dalam bukunya yang berjudul Maqgasid Syar’iah
dalam Pergumulan Politik: Berfilsafat Hukum Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga
karakteristik hukum Islam ada lima, yaitu'®:

1. Hukum Islam Bersifat Ilahi sekaligus Wad’i, perlibatan manusia ke dalam
penafsiran hukum Islam ditandai dengan pengangkatan manusia sebagai
khalifah di muka bumi ini. Jadi setiap penafsiran dan pemahaman al-Qur’an
selalu melibatkan manusia.

2. Hukum Islam Bersifat Absolut sekaligus Relatif, misalnya untuk menjalankan
perintah perkawinan harus antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi
pelaksanaan dari perkawinan itu tidak terlepas dari perbedaan ruang, waktu,
dan sebab dari pelaku perkawinan itu sendiri.

3. Hukum Islam bersifat Universal sekaligus Lokal, misalnya perintah

perkawinan itu sifatnya universal untuk setiap orang Islam akan tetapi cara

"Amir Syarifudin, Hukum Perkawinan di Indonesia Antara Figh Munakahat dan UU
Perkawinan, him. 2.

* Ibid.

? Ibid.

' Yudian Wahyudi, Maghasid Syari’ah Dalam Pergumulan Politik: Berfilasafat Hukum
Islam dari Harvard ke Sunan Kalijaga, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2007), hlm.
26-27.



pelaksanaan perkawinan itu sangat tergantung dari perbedaan kondisi, ruang,
waktu, dan pelaku.

. Hukum Islam bersifat Abadi sekaligus Sementara, misalnya perintah untuk
menjalankan perkawinan bagi yang mampu itu sifatnya abadi sampai akhir
zaman, akan tetapi dalam keadaan tertentu perintah itu dapat ditangguhkan.

. Hukum Islam bersifat Harfiah sekaligus Maknawiyah, misalnya perintah
perkawinan itu tidak dilaksanakan dan tidak ada hukumannya bagi yang tidak
melaksanakan, akan tetapi disisi lain jika di mana ada laki-laki yang
menghamili perempuan sebelum nikah maka laki-laki itu harus menikahi

perempuan tersebut.

Adapun syarat-syarat dari perkawinan itu sendiri adalah'" :
Syurut al-In’igidah, yaitu syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad
perkawinan.
Syurut al-Sihhah, yaitu suatu yang keberadaanya menentukan dalam
perkawinan.
Syurut al-Nufuz, yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu
perkawinan.

Syurut al-Luzum, yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan.

' Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, hlm. 60.



Sedangkan rukun perkawinan adalah sebagai berikut'” :
1. Calon mempelai laki-laki.
2. Calon mempelai perempuan.

3. Wali dari mempelai perempuan.

4. Dua orang saksi.

9]

. Ijab dan qabul.

Yang dimaksud Undang-undang Perkawinan dalam hal ini adalah segala
sesuatu dalam bentuk aturan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dalam
hal perkawinan dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam
memeriksa dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan perkawinan.'® Dalam hal
ini yang dijadikan pedoman adalah UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.

UU Perkawinan sama sekali tidak berbicara mengenai rukun perkawinan.
UU Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-
syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun perkawinan.
Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut Inpres No. 1/1992 secara jelas
membahas rukun perkawinan yang termuat dalam Pasal 14.
UU Perkawinan hanya memuat tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan,

pencatatan perceraian, pencatatan rujuk, pengawasan dan pertanggung jawaban

12" Ibid. hlm. 61.
13 Ibid. hlm. 20.
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pegawai pencatat perkawinan.14 Menurut UU Perkawinan, tujuan pernikahan adalah
untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal."

Akan tetapi secara global, tujuan syara’ dalam menetapkan hukum-
hukumnya termasuk hukum perkawinan adalah untuk kemaslahatan manusia
seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini maupun kemaslahatan di hari
yang kekal nanti.'°

Demikian tujuan syara’ secara global. Akan tetapi apabila diperinci, maka
tujuan syara’ dalam menetapkan hukum-hukumnya ada enam hal,'” yaitu:

1. Memelihara Agama

Agama adalah suatu yang harus dimilki oleh manusia supaya martabatnya

dapat terangkat lebih tinggi dari makhluk yang lain. Memelihara agama

Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Kita disuruh beribadah

kepada Allah disamping itu kita juga disuruh untuk menghias diri dengan

akhlak yang mulia yang harus dihayati dengan kehidupan kita sehari-hari.
2. Memelihara Jiwa

Jiwa, merupakan sesuatu yang harus dijaga. Karena barang siapapun yang

menghilangkan jiwa seseorang maka akan terkena hukuman gisas

(pembalasan yang seimbang) ataupun terkena diyat.

4" Mohd. Idris Ramulyo, Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974:
Dari Segi Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: tp, 1986), him. 130.

15 Ahmad Rofiq, Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, (Yogyakarta: Gama Media, 2001),
him. 103.

' H. Zaini, dkk., Filsafat Hukum Islam, cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm.65.

""" Ibid., hlm.67.
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3. Memelihara Akal
Manusia adalah makhluk Allah yang mendapat keistimewaan daripada
makhluk-makhluk Allah yang lain. Yaitu, manusia diberi akal oleh Allah.
Allah memuji orang yang berakal karena akal itu penting. Karena manusia
adalah makhluk yang diberi akal agar manusia bisa membedakan antara
yang baik dan yang buruk.

4. Memelihara Keturunan
Dalam hal ini, Islam menganjurkan pernikahan dan mengharamkan
perzinaan. Hal ini disebabkan salah satunya yaitu untuk memelihara
keturunan. Keturunan yang baik adalah keturunan yang lahir dari hubungan
yang halal antara sepasang laki-laki dan perempuan, sehingga nantinya
dalam hal waris akan menjadi jelas siapa yang berhak mewarisi dan siapa
yang tidak berhak mewarisi.

5. Memelihara Kehormatan
Manusia selaku makhluk Allah yang diciptakan lebih dari makhluk-
makhluk lain, mempunyai kehormatan. Syara’ yang mengatur lalu lintas
hidup itu, juga mengatur ketentuan-ketentuan untuk memelihara kehormatan
manusia yang juga merupakan tujuan syara’.

6. Menjaga Harta Benda
Meskipun sebenarnya seluruh harta benda merupakan milik Allah, tapi

Islam juga mengakui hak pribadi sesorang. Diakui atau tidak, manusia
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merupakan makhluk yang haus akan harta benda, berangkat dari hal itu

maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara yang

satu dengan yang lain.

Hal tersebut di atas merupakan Tujuan Hukum (Magasid al-Syar’iah).
Maka, hukum pencatatan perkawinan pun bisa dilihat dari segi Maqasid al-Syar’iah.
Sebelum menggunakan Maqasid al-Syar’iah untuk melihat hukum pencatatan
perkawinan, penyusun akan menggunakan studi perbandingan antara Figh Munakahat
dan UU Perkawinan. Hal ini dikarenakan terjadi kesenjangan sekaligus perselisihan
antara figh munakahat dengan realitas yang ada sekarang, di mana figh munakahat
tidak mampu menjawab tantangan dan perubahan khususnya dalam hal pencatatan
perkawinan. Walaupun sudah ada UU yang mengatur tentang pencatatan perkawinan
akan tetapi masih banyak para ulama yang masih “ngotot” tidak mengharuskan
dicatatkannya sebuah perkawinan.

Oleh karena itu figh munakahat perlu dilihat kembali secara Kkritis.
Memaksakan diri menggunakan kesimpulan-kesimpulan yang digunakan para ulama
klasik merupakan bentuk pengorbanan yang tidak perlu. Karena realitas yang ada
sekarang sangat berbeda pada zaman dahulu. Dahulu masih banyak orang-orang
Islam yang bisa dipercaya sehingga tidak dicatatkannya perkawinan tidak akan terjadi

apa-apa. Karena orang-orang pada zaman itu masih bisa dipercaya.
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F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yaitu dengan
meneliti langsung pada obyek penelitian dengan melakukan
wawancara secara pribadi. Dalam skripsi ini penyusun mencari
reponden mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang telah melakukan
nikah sirri dan untuk mendukung penelitian ini penyusun
menggunakan buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara
Figh Munakahat dan UU Perkawinan, dan buku Hukum
Perkawinan di Indonesia sebagai data primer dan karya-karya lain
sebagai pendukung buku-buku tersebut

b. Sifat penelitian ini adalah empirik-analitik-komparatif, yakni
penyusun berusaha mendekati obyek peneitian secara pribadi dan
melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan secara
mendalam mengenai perspektif Pencatatan Perkawinan, kemudian
penyusun berusaha memahami apa yang telah didapatkan hasil
wawancara tersebut,'® kemudian penyusun membandingkan dengan
hukum Pencatatan Perkawinan dan UU Perkawinan, selanjutnya
sebagai tahap akhir penyusun akan melakukan analisa dengan

menggunakan Magqasid al-Syar’iah.

"®Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung :
Rosdakarya, 2003), hlm. 9.
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2. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data, sebagai sumber primer penyusun melakukan

metode sebagai sebagai berikut :

a. Dokumentasi, yaitu dengan memperoleh cara mengumpulkan data
dengan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini, baik
berupa makalah, jurnal, majalah, harian surat kabar, maupun dari
website, dan dari data-data yang lain.

b. Wawancara (inferview), yaitu memperoleh data dengan cara
wawancara dengan para pelaku nikah sirri secara langsung dan
pribadi, dan penyusun juga telah menyiapkan beberapa pertanyaan
primer demi menjaga arah wawancara, dan kemudian didukung

dengan beberapa buku yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

3. Pendekatan

Penyusun menggunakan pendekatan normatif-psikologis (wawancara
psikologi), yaitu pendekatan terhadap suatu masalah berdasarkan hukum
Islam, baik itu dari al-Qur’an maupun al-Hadis, kaidah figh, dan pendapat
para ulama, kemudian penyusun akan mendekati obyek dengan cara
pribadi untuk melakukan wawancara berencana (standardized interview),
dan penyusun akan menggunakan wawancara tertutup (closed

. 519
interview).

' Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001),

hlm. 100.
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4. Analisis Data
Data yang diperoleh nantinya akan diklasifikasi dan dikritisi secara
mendalam dengan referensi yang ada, kemudian dianalisis dengan
menggunakan metode :

a. Metode Induktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari hal yang
bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat
umum.*’

b. Metode Komparatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif

akan berusaha mencari pemecahan melalui hubungan sebab-

akibat.”!

G. Sistematika Pembahasan

Demi menjaga agar skripsi ini terarah, penyusun akan membagi skripsi ini
dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, memuat pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik dan
sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat gambaran umum pencatatan perkawinan dalam figh
munakahat dan UU Perkawinan yang akan menjadi bahan pertimbangan pada bab-

bab selanjutnya. Bab ketiga, yaitu pencatatan perkawinan perspektif al-Syari’ah

20 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142.
2 Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian llmiah, (Bandung: Tarsito, 1990), him. 143.
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Bab keempat analisis hukum pencatatan perkawinan dilihat dari segi
Magqasid al-Syar’iah. Bab kelima memuat kesimpulan, saran-saran dan diakhiri

dengan kata penutup.p
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk mencatatkan perkawinannya,
dalam artian, jika tidak mencatatkan perkawinan, bukan berarti kita melakukan
kejahatan. Namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi
hukum tertentu yang khususnya merugikan perempuan dan anak-anak.
Bersinggungan dengan pentingnya pencatatan perkawinan, seperti pembuatan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan SIM, sesungguhnya membicarakan pelayanan
public menjadi tanggung jawab Negara. Sehingga sudah semestinya
memperhatikan prinsip good governance, salah satunya adalah menetapkan biaya
yang sesuai dengan taraf kehidupan masyarakat dan prosedur yang tidak berbelit-
belit (user friend). Dengan prosedur tidak berbelit-belit dan biaya yang sesuai,
masyarakat diajak untuk mencatatkan perkawinannya. Betapa ironisnya ketika
rakyat telah sadar mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, namun terpaksa
mengurungkan niatnya dengan alasan biaya mahal atau prosedur yang berbelit-
belit. Jelas ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Jangan sampai, sementara
berbgai pihak (Perguruan Tinggi, LSM, media massa, Meneg, PP, dsb)
melakukan pendidikan dan penyuluhan agar masyarakat mencatatkan perkawinan

mereka, KUA justru menjadikan pencatatan perkawinan sebagai “ajang panen”.

Sesungguhnya syari'at (hukum) Islam tidak memiliki tujuan lain kecuali

untuk mewujudkan kemaslahatan kemanusiaan universal (jalb al-mashalih) dan



67

menolak segala bentuk kemafsadatan (dar'u al-mafasid). Ibn al-Qayyim al-
Jawziyah, seorang tokoh Islam bermazhab Hanbali, menyimpulkan bahwa syari'at
Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan
universal yang lain, yaitu kemaslahatan (al-mashlahat), keadilan (al-'adl),
kerahmatan (al-rahmat), dan kebijaksanaan (al-hikmah). Prinsip-prinsip ini
haruslah menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Ia
harus senantiasa ada dalam pikiran para ahli figh ketika memutuskan suatu kasus
hukum. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti menyalahi cita-cita

hukum Islam.

Islam memberi pedoman hidup kepada manusia bersifat menyeluruh,
meliputi segala aspeknya menuju tercapainya kebahagiaan hidup jasmani, rohani,
individu sosial dan dunia akhirat." Aturan hukum Islam bertujuan untuk mendidik
agar mempunyai kepribadian mulia, menegakkan keadilan dalam masyarakat dan
memenuhi kepentingan atau memelihara kebaikan hidup yang hakiki.* Dalam
perspektif Maqgasid al-Syar’iah, pencatatan perkwinan merupakan bentuk ijtihad
yang perlu dan sangat dianjurkan karena ini menyangkut kelangsungan kehidupan
rumah tangga yang tidak bisa dianggap remeh. Karena al-Quran maupun al-Hadis
tidak mengatur dengan jelas tentang pencatatan perkawinan hanya disebutkan
secara samar dalam QS al-Baqarah ayat 282 dan dalam hadis Nabi yang

menganjurkan agar setiap selesai perkawinan untuk melakukan sebuah walimah.

' Ahmad Azhar Basyir, Pokok-pokok Filsafat Hukum Islam, (Yogyakarta: UII Press,
2000), hlm.45.

2 Muhammad Abu Zahra, Ushul al-Figh, (Cairo: Mathba’ah Mukhaimar, 1957), hlm.
350.
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Akhirnya, pernikahan sirri selalu mengorbankan pihak perempuan.
Untuk menjaga keseimbangan itulah, diperlukan hukum yang memihak keadilan

diantara laki-laki dan perempuan. Jangan ada korban bagi perempuan lagi.

B. Saran-saran

Pertama, untuk kepentingan masa depan, bagi masyarakat yang terlanjur
menikah sirri perlu mengadakan program pemutihan isbat nikah oleh Departemen
Agama (DEPAG). DEPAG punya program untuk mendata seluruh masyarakat
yang tidak memiliki akta nikah, kemudian diisbatkan oleh pengadilan dengan
biaya yang di tanggung oleh pemerintah. Butuh dana besar, tenaga serta waktu.
Cara melakukan isbat nikah dengan mengajukan ke Pengadilan Agama. Caranya
dengan datang ke Pengadilan Agama, mengikuti sidang, selanjutnya Pengadilan
Agama akan mencatat tanggal pernikahan.

Kedua, bagi pasangan yang baru saja terlanjur melakukan nikah sirri dan
belum punya anak, maka pengesahan perkawinannya dengan cara mengulang
perkawinan atau dicatat di Kantor Urusan Agama setempat.

Ketiga, bagi para remaja dan calon pasangan yang belum nikah, atau
akan menikah serta orang tua perlu penyuluhan supaya sadar hukum. Dengan
memberikan sosialisasi ke masyarakat akibat dan kerugian dari pernikahan sirri
membangun kesadaran hukum. Tujuannya agar pernikahan sirri tidak terjadi di
masyarakat secara terus menerus.

Keempat, memberdayakan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk

melakukan fungsi pengawasan. KUA perlu menyebarkan pengawas guna
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memantau pasangan yang menikah agar memiliki surat nikah. Apabila tidak ada
surat, maka istri dihimbau segera minta surat nikah. Dengan begitu mereka datang
mengurusnya ke KUA. Pengawasan ini dilakukan dengan menggerakkan
penghulu di desa-desa dan kepala desa, agar setiap perkawinan harus melalui
sepengetahuan RT dan RW.

Kelima, Perlu efektivitas kerja sama dengan berbagai pihak, seperti
LSM, organisasi perempuan dan pemerintah melakukan koordinasi. Selama ini
para LSM dan organisasi perempuan tidak punya payung hukum. Mereka
bergerak sendiri-sendiri tanpa koordinasi dan kurang bisa memberikan pressure ke
pihak-pihak yang melakukan nikah sirri. Harusnya LSM, organisasi perempuan

bergandengan tangan mencegah pernikahan sirri.
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